SALINAN

GUBERNRPPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 112 TAHUN 2024
TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN DEKONSENTRASI
DAN TUGAS PEMBANTUAN DI BIDANG PERDAGANGAN PADA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 7 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 50 Tahun 2018 tentang tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelakasanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksana dana
dekonsentrasi di lakukan oleh gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Bidang Perdagangan
pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian
dan Perdagangan Papua Tengah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor
6856);

3.Undang-Undang........ J2



Menetapkan :

KESATU

KEDUA
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- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan

Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6804);

. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang

Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang

Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk
Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan 2022
Nomor 6794);

MEMUTUSKAN:

Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan di Bidang Perdagangan pada Dinas
Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Papua Tengah Tahun Anggaran 2024
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU

mempunyai tugas dan wewenang adalah sebagai berikut:

a. menyusun DIPA;

b. menetapkan PPK dan PPSPM

c. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan
kegiatan dan anggaran;

d. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana
pencairan dana;

e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
anggaran dan belanja negara;,

f. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas
beban anggaran negara;

g. memberikan supervise, konsultasi dan pengendalian
pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

h. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang
berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan

i. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Dekonsentrasi
Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 22 Juli 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;

. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;

. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;

. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;

.Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Papua Tengah di Nabire;

. Masing-masing yang bersangkutan.
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR : 112 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA

ANGGARAN KEGIATAN DEKONSENTRASI
DAN TUGAS PEMBANTUAN DI BIDANG
PERDAGANGAN PADA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN PAPUA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024.

DAFTAR NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN

F ] ]
' NO| Nama/NIP |
1. | NORBERTUS MOTE, SE., M.Si. | KEPALA DINAS KOPERASI, USAI—IA!
L ' KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN |
| |PEMBINATK 1 (IV/b) 'DAN  PERDAGANGAN  PROVINSI |
| NIP 197311232005021003 PAPUA TENGAH |
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Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD
RIBKA HALUK




